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RINGKASAN 

 

Permasalahan umum yang dihadapi oleh kota-kota yang berkembang di Indonesia 
adalah pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi, yang disebabkan oleh 
pertumbuhan alamiah dan yang terutama disebabkan oleh tingginya urbanisasi dan ekonomi.  

Tingginya laju urbanisasi membawa berbagai persoalan terhadap pemenuhan 
kebutuhan penduduk yang tentu saja membutuhkan ruang, diantaranya kebutuhan akan 
perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Implikasi dari meningkatnya 
kebutuhan akan ruang kota adalah meningkatnya permintaan lahan. Penyediaan lahan di pusat 
kota semakin terbatas dan mahal sehingga terjadi perkembangan perkotaan yang cenderung 
tanpa kendali ke wilayah pinggiran kawasan perkotaan (‘sub urban’ dan ‘urban fringe area’) 
yang dikenal dengan sebutan ‘urban sprawl’. 

Sekarang, fenomena ini juga dapat ditemukan di Kabupaten Banjar Provinsi 
Kalimantan Selatan. Perkembangan permukiman ke wilayah pinggiran di Kabupaten Banjar 
cenderung mengikuti jaringan jalan regional yang ada, tersebar secara sporadis dan tidak 
terpola dengan baik, sehingga menyulitkan penyediaan prasarana dan sarana yang efisien, dan 
mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas karena adanya arus pergerakan periodik 
antara wilayah pinggiran ke pusat kota.  

Keadaan ini diperparah dengan perkembangan pemukiman yang tidak memenuhi 
standar yang telah ditetapkan. Tidak hanya terjadi pada pembangunan bangunan perumahan, 
hal serupa juga terjadi untuk pembangunan bangunan gedung. Banyak pembangunan 
bangunan gedung yang tidak sesuai dengan kebijakan perencanaan serta rancangan tata ruang 
wilayah Kabupaten Banjar. 

Oleh karena itu, jika hal ini tidak segera ditangani, maka dikhawatirkan kelayakan 
bangunan gedung akan menurun sehingga terjadi penurunan fungsi dan kelayakan bangunan, 
kerusakan atau bahkan mengakibatkan gangguan pada sturktur bangunan seperti bangunan 
retak atau bahkan miring. Oleh karena itu melalui program pengabdian masyrakat ini, Tim 
Pengabdian berusaha untuk membantu Pemerintah Kabupaten Banjar untuk melakukan 
sosialisasi dan pengkajian kelayakan bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2016 sehingga hasilnya dapat langsung diterapkan oleh pemerintah dan 
masyarakat untuk menjaga keandalan bangunan gedung di Kabupaten Banjar. 

 
Kata kunci: Sosialisasi Kelayakan Bangunan, Peraturan Bangunan, Keandalan Bangunan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1   

1.1 Latar Belakang 
Penataan ruang yang mencakup tahapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, 

dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu pendekatan yang diyakini dapat 

mewujudkan keinginan akan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Melalui 

pendekatan penataan ruang, ruang kehidupan direncanakan menurut kaidah-kaidah yang 

menjamin tingkat produktivitas yang optimal dengan tetep memperhatikan aspek 

keberlanjutan agar memberikan kenyamanan bagi masyarakat penghuninya. Selanjutnya 

rencana tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang diikuti dengan 

upaya pengendalian agar pemanfaatan ruang yang berkembang tetap sesuai dengan rencana 

tata ruang yang telah ditetapkan. 

Permasalahan umum yang dihadapi oleh kota-kota yang berkembang di Indonesia 

adalah pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi, yang disebabkan oleh 

pertumbuhan alamiah dan yang terutama disebabkan oleh tingginya urbanisasi dan ekonomi. 

Tingginya laju urbanisasi membawa berbagai persoalan terhadap pemenuhan kebutuhan 

penduduk yang tentu saja membutuhkan ruang, diantaranya kebutuhan akan perumahan 

sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Implikasi dari meningkatnya kebutuhan akan 

ruang kota adalah meningkatnya permintaan lahan. Penyediaan lahan di pusat kota semakin 

terbatas dan mahal sehingga terjadi perkembangan perkotaan yang cenderung tanpa kendali 

ke wilayah pinggiran kawasan perkotaan (‘sub urban’ dan ‘urban fringe area’) yang dikenal 

dengan sebutan ‘urban sprawl’.  

Perkembangan permukiman ke wilayah pinggiran cenderung mengikuti jaringan jalan 

regional yang ada, tersebar secara sporadis dan tidak terpola dengan baik, sehingga 

menyulitkan penyediaan prasarana dan sarana yang efisien, dan mengakibatkan terjadinya 

kemacetan lalu lintas karena adanya arus pergerakan periodik antara wilayah pinggiran ke 

pusat kota. Penomena ‘urban sprawl’ cenderung diikuti konversi lahan dengan skala besar 

dari lahan pertanian, lahan konservasi, maupun lahan kosong. Seringkali konversi lahan 

tersebut menyalahi peruntukan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang 

kabupaten/kota. 
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Keadaan ini diperparah dengan perkembangan pemukiman yang tidak memenuhi 

standar yang telah ditetapkan. Tidak hanya terjadi pada pembangunan bangunan perumahan, 

hal serupa juga terjadi untuk pembangunan bangunan gedung. Banyak pembangunan 

bangunan gedung yang tidak sesuai dengan kebijakan perencanaan serta rancangan tata ruang 

wilayah Kabupaten Banjar. 

Oleh karena itu, jika hal ini tidak segera ditangani, maka dikhawatirkan kelayakan 

bangunan gedung akan menurun sehingga terjadi penurunan fungsi dan kelayakan bangunan, 

kerusakan atau bahkan mengakibatkan gangguan pada sturktur bangunan seperti bangunan 

retak atau bahkan miring. Oleh karena itu melalui program pengabdian masyrakat ini, Tim 

Pengabdian berusaha untuk membantu Pemerintah Kabupaten Banjar untuk melakukan 

sosialisasi dan pengkajian kelayakan bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2016 sehingga hasilnya dapat langsung diterapkan oleh pemerintah dan 

masyarakat untuk menjaga keandalan bangunan gedung di Kabupaten Banjar. 

   

1.2 Perumusan Masalah 
Adapun perumusan masalah yang terjadi adalah perkembangan pembangunan 

bangunan gedung yang sangat pesat belakangan ini membuat sulitnya mengontrol bangunan 

gedung di Kabupaten Banjar, khususnya perumahan, memenuhi persyaratan kelayakan 

bangunan yang diatur dalam perundang-undangan. Sehingga melalui program pengabdian 

masyrakat ini, Tim Pengabdian berusaha untuk membantu Pemerintah Kabupaten Banjar 

untuk melakukan sosialisasi dan pengkajian kelayakan bangunan di Kabupaten Banjar 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016. 

1.3 Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah membantu Pemerintah 

Kabupaten Banjar untuk sosialisasi dan pengkajian kelayakan bangunan di Kabupaten Banjar 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016. 
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1.4 Luaran dan Manfaat Penelitian 
Adapun luaran dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Terlaksananya sosialisasi kelayakan bangunan gedung di Kabupaten Banjar. 

2) Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang. 

3) Pembangunan bangunan gedung sesuai dengan peraturan kelayakan bangunan 

gedung dan perencanaan tata ruang. 

4) Pembangunan bangunan komersial dan non komersial yang menaati garis 

sempadan bangunan, garis sempadan jalan dan jalur hijau 

5) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

upaya menaati dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung yang sesuai 

dengan peraturan kelayakan bangunan gedung. 
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BAB II 

LINGKUP KEGIATAN 

 
2   

2.1 Rencana Kegiatan 
Rencana kegiatan sosialisasi ini harus diperkirakan dan diperhitungkan dalam sebuah 

sistem perencanaan kegiatan. Perkiraan dan perhitungan yang baik terhadap kebutuhan 

sosialisasi, akan sangat membantu dalam penentuan: 

1. Banyaknya kegiatan 

2. Instruksi kegiatan untuk setiap personil anggota  

3. Untuk mengontrol dan memonitor efektivitas kegiatan. 

Adapun jenis kegiatan meliputi: 

1. Pra Sosialisasi 

Persiapkan Draft untuk sosialisasi dalam hal ini yaitu kelayakan bangunan di 

Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016. 

2. Sosialisasi  

- Ceramah dan diskusi  

- Pembagian buku panduan kelayakan bangunan dan pengendalian pemanfaatan 

ruang ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa (peserta) 

- Pembuatan dan Pemasangan Media Sosialisasi 

3. Pasca sosialisasi 

- Laporan 

2.2 Tahapan Kegiatan 
Secara keseluruhan kegiatan ini dilakukan dengan metodologi mengikuti tahap-tahap 

seperti terlihat pada: 

1. Pra Kegiatan 

Persiapan sebelum memulai rangkaian kegiatan sosialisasi meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

- Melakukan pendalaman pemahaman akan lingkup tugas sesuai Kerangka Acuan 

Kerja. 

- Melakukan telaahan kajian materi dan membuat interpretasi secara garis besar 

terhadap Kerangka Acuan Kerja. 

- Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi kegiatan. 
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- Pembuatan/Penyusunan Materi Sosialisasi 

Persiapkan Draft untuk sosialisasi dalam hal ini yaitu pengendalian pemanfaatan 

ruang , garis sempadan jalan dan bangunan, dokumentasi Teknis IMB. 

2. Sosialisasi 

Di bawah ini akan dijelaskan metodologi sosialisasi kelayakan bangunan di Kabupaten 

Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016. Metode yang digunakan pada saat 

sosialisasi tersebut mengikuti tahap-tahap yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembagian modul kelayakan bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2016 yang berkaitan dengan IMB, Kelengkapan Doukumen Teknis dan 

garis sempadan jalan yang diperbolehkan untuk mendirikan bangunan. Setelah itu, 

musyawarah dan diskusi tanya jawab. Musyawarah dan diskusi ini dimaksudkan untuk 

seberapa jauh masyarakat sudah mengetahui mengenai materi yang disampaikan, 

permasalahan yang di hadapi seputar kelayakan bangunan, pemanfaatan ruang dll. Diskusi 

ini juga dimaksudkan untuk menggali persepsi dan tanggapan masyarakat mengenai 

kelayakan bangunan  dan pemanfaatan ruang di sekitar lingkungan mereka. 

2.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 
Jadwal pelaksanaan kegiatan Sosialisasi kelayakan bangunan di Kabupaten Banjar 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 direncanakan akan berlangsung selama 6 (enam) 

bulan.    

 

 

 

METODE 

SOSIALISASI 

Pembagian Modul Sosialiasi 
Kelayakan Gedung 

Ceramah & Presentasi 

 
• Materi  

 

• Menggali persepsi 
masyarakat 

• Mengetahui tanggapan 
masyarakat 

Musyawarah/Diskusi/ Tanya 
Jawab 

Gambar 2.1 Metode Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
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BAB III 

HASIL KEGIATAN 
4.1. nggaran Biaya 
3  4.1 Anggaran Bia 

Produk luaran dari kegiatan pegabdian masyarakat ini adalah berupa sosialisasi 

Kelayakan Bangunan Di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dilakukan oleh 

Tim Pengabdian FT ULM yang bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman 

Bidang Penataan Ruang dan Bangunan, Seksi Pengendalian, Pemanfaatan Ruang dan 

Bangunan. Untuk mempermudah proses sosialisasi, telah dipersiapkan media sosialisasi 

berupa selebaran dan poster. Secara umum, media sosialisasi telah sangat membantu dalam 

penyampaian materi kepada warga masyarakat penerima manfaat sebagai mitra dalam 

kegiatan pegabdian masyarakat ini. Materi yang disampaikan lewat media sosialisasi juga 

dapat memberikankan pengetahuan baru tentang Kelayakan suatu Bangunan.  

Adapun untuk daerah sosialisasi, mengingat luasnya daerah cakupan pemerintah 

Kabupaten Banjar, maka untuk kegiatan kali ini, sosialisai hanya dibatasi pada beberapa 

daerah. Daerah yang menjadi sasaran sosialisasi pada kegiatan pengabdian kali ini yaitu 

Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung dan Kecamatan Paramasan. 

Berikut disampaikan hasil kegiatan sosialisasi pada ketiga desa tersebut. 
4.2. nggaran Biaya 
3  4.1 Anggaran Biaa 

3.1 Sosialisasi Pada Kecamatan Sambung Makmur 
Tanggapan dan petanyaan yang diajukan selama kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada 

tabel 3.1 dibawah ini. 

Tabel 3.1. Tanggapan dan petanyaan dari kegiatan sosialisasi pada Kecamatan 

Sambung Makmur 

No
. Pertanyaan Tanggapan 

1. Masukan: 
Mohon ada edaran tentang membuat IMB 
dan peraturan-peraturan yang terbaru, 
sehingga masyarakat segera membuat IMB 
untuk bangunan yang dimilikinya. 

 

 Pertanyaan :  
Terkait membangun, menambah dan 
mengurangi, untuk bangunan komersil dan 
non komersil yang sudah terbangun namun 
belum memiliki IMB, bagaimana cara 
membuat IMBnya? 
 

Semua bangunan komersil dan 
nonkomersil  perlu IMB. Jadi pemohon 
perlu koordinasi dengan pihak kecamatan 
untuk pengurusan IMB, sehingga tidak 
terjadi masalah-masalah nantinya.  
Untuk bangunan komersial luasan 200 m2 
maka izin IMB di Kecamatan sedangkan 
untuk bangunan > 200 m2 mekanisme 
perizinannya di tingkat Kabupaten yaitu 
BKPMP2T. Dinas perumahan dan 
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No
. Pertanyaan Tanggapan 

Permukiman Kab. Banjar bagian Tim 
Teknis untuk perizinan tersebut. Untuk 
penambahan bangunan maupun 
pembangunan baru, pihak kecamatan 
terlebih dahulu mengeluarkan 
rekonmendasi. dengan ini pihak 
kecamatan diharapkan proaktif menyerap 
informasi sebagai dasar untuk 
mengeluarkan rekomendasi. 

 Berapa biaya retribusi untuk IMB? Terkait biaya besaran yang dikeluarkan 
untuk membuat IMB bisa langsung 
koordinasi dengan BKPMP2T, karena 
yang mengurus masalah retribusi dan 
persyaratan administrasi ada di 
BKPMP2T. 

 Bagaimana bangunan-bangunan yang 
sudah lama dibangun tetapi tidak 
mempuyai IMB. 

Hendaknya kesadaran masyarakat perlu 
kita tingkatkan bersama bahwa IMB 
sangat berguna bagi mereka, dan untuk 
bangunan-bangunan yang tidak ber IMB 
tentu menyalahi aturan, hal tersebut perlu 
dilakukan kajian khusus untuk 
dilaksanakan pemutihan, sesuai dengan 
mekanisme yang berlaku. 

2. Pertanyaan :  
Warga yang membangun tanpa mengurus 
IMB bagaimana tindakan kita sebagai 
aparat pemerintah? 

Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini 
hendaknya pihak Kepala Desa/pembakal 
perlu melakukan pendekatan terhadap 
masyarakat serta menyampaikan aturan 
yang berlaku manfaat yang diperoleh 
dengan kita membuat IMB ini kepada 
masyarakat sehingga masyarakat 
terinisiatif untuk mengurus IMB 
bangunan yang dimilikinya. 

 Berapa jarak bangunan terhadap sempadan 
jalan yang diperbolehkan untuk jalan 
Negara, jalan Propinsi dan jalan 
Kabupaten? 

Berdasarkan SK bupati no. 392 tahun 
2013 tentang garis sempadan jalan yaitu 
Garis Sempadan Bangunan untuk jalan 
Negara di dalam kota 30 m, luar kota 35 
M,  Jalan Propinsi 25 M, jalan kabupaten 
15 M. 

3. Masukan: 
Diharapkan nantinya ada program 
pemutihan untuk bangunan yang telah 
lama dibangun sebelum adanya perda 
bangunan gedung berlaku. 
 

 

 Pertanyaan :  
Bagaimana menyadarkan masyarakat 
pentingnya membuat IMB? 

Dilakukan pendekatan terhadap 
masyarakat dengan menyampaikan 
manfaat dari pentingnya memiliki IMB 
atas bangunan yang dimilikinya sehingga 
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No
. Pertanyaan Tanggapan 

masyarakat sadar untuk membuat IMB 
atas bangunannya serta menyampaikan 
aturan yang berlaku kepada masyarakat. 

 

Kesimpulan: 

1. Memperdayakan Lurah dan Pembekal untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai izin 

yang dikeluarkan.  

2. Lurah dan pembekal serta masyarakat dapat memberikan data-data bangunan yang berIMB 

dan belum berIMB ketingkat kecamatan dan kabupaten. 

3. Dilakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan menyampaikan manfaat dari adanya 

IMB sehingga masyarakat sadar untuk membuat IMB atas bangunannya serta 

menyampaikan aturan yang berlaku kepada masyarakat. 

3.2 Sosialisasi Pada Kecamatan Telaga Bauntung 
Tanggapan dan petanyaan yang diajukan selama kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada 

tabel 3.2 dibawah ini. 

Tabel 3.2. Tanggapan dan petanyaan dari kegiatan sosialisasi pada Kecamatan Telaga 

Bauntung 

No
. Pertanyaan Tanggapan 

1. Pertanyaan :  
Banyak wilayah lokasi hutan, dari pihak 
dinas kehutanan nanti ada pembebasan 
lahan untuk hunian, enclave? Bagaimana 
IMBnya? 

Terkait Izin membangun bangunan, untuk 
membuat IMB harus memiliki SKT, 
sedangkan permasalahannya, lahan masih 
belum dibebaskan dilahan hutan lindung, 
jadi terkait permohonan IMB, pemohon 
agar tetap mengajukan ke kabupaten. 
Sarannya agar dibentuk forum yang 
terlibat untuk membahas hal ini, 
diusulkan ke Bupati agar usulan dibentuk 
enclave untuk lahan bebas untuk hunian 
masyarakat di lokasi kawasan hutan 
lindung.  
Untuk masalah ini harus menunggu 
keberlanjutan masalah enclave dari pihak 
Dinas Kehutanan sehingga nantinya 
harus koordinasi juga dengan pihak 
BAPEDDA dan TAPEM untuk deliniasi 
wilayah untuk daerah kawasan hutan 
lindung tersebut. 
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No
. Pertanyaan Tanggapan 

2. Pertanyaan :  
Apa manfaat penataan ruang tersebut bagi 
masyarakat? 
 

Pemanfaatan ruang, manfaatnya adalah 
yaitu daerah tertata dan adanya jaminan 
kepastian hukum terhadap pemilik, ketika 
nanti terjadi pembongkaran atau lain hal 
sebagainya maka akan diberikan ganti 
rugi terhadap bangunan yang memiliki 
IMB. 

 Dari Disperkim, apa program yg 
bermanfaat dimasyarakat? 
 

Di Dinas Perumahan dan Permukiman 
bidang penataan ruang kegiatan/program-
programnya lebih kepada kebijakan-
kebijakan terhadap penataan ruang dan 
bangunan. Terkait program-program 
yang Bapak harapkan sebagai masukan 
bagi kami untuk disampaikan ke daerah 
agar nantinya diarahkan program-
program tersebut untuk daerah Kec. 
Telaga Bauntung. 

 Apakah masih ada program bedah rumah? Masukan ini kami tampung dan 
disampaikan pada DISPERKIM bidang 
perumahan yang menangani masalah 
bedah rumah agar nantinya diarahkan ke 
Kec. Telaga Bauntung.   
Untuk program-program yang mungkin 
bisa diusulkan dilaksanakan kegiatan di 
kecamatan, mungkin lebih tepatnya 
diusulkan pada kegiatan musrembang.  

 Pertanyaan :  
Untuk di Telaga Bauntung ini yang 
termasuk kawasan lindung yaitu desa Lok 
Tanah dan Rampah, kami sangat ingin 
memiliki SKT sebagai persyaratan 
administrasi membuat IMB. Hingga saat ini 
kami hanya memiliki hak pakai tanah. 
Bagaimana caranya tanah tersebut bisa 
memiliki SKT dan dapat berkembang untuk 
masyarakat membuat perumahan (hunian)? 
Bagaimana untuk masyarakat  agar tanah2 
yang digarap dan didiami oleh masyarakat 
dapat memiliki hak atas tanah tersebut 
secepatnya?  

Disarankan untuk membuat forum dan 
dibahas di BKPRD terkait hal ini. Nanti 
pemerintah akan membentuk enclave 
untuk kawasan hunian di kawasan 
strategis yang telah disepakati bersama 
nantinya. 
Untuk wilayah yang termasuk kawasan 
hutan lindung, harus dikoordinasikan 
dengan Dinas Kehutanan terkait enclave 
agar nantinya bangunan yang belum 
berIMB dapat diberikan IMB  sesuai 
peraturan yang ada. Semua bangunan 
disana akan diprogramkan dari pihak 
Kecamatan untuk data-data rumah yang 
ada di Kecamatan akan difasilitasi 
gambar arsitek sesuai persyaratan IMB.  
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Kesimpulan: 

1. Memperdayakan Lurah dan Pembekal untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai izin 

yang dikeluarkan.  

2. Diharapkan  pihak kecamatan memberikan data tertulis untuk data bangunan yang ber IMB 

dan belum berIMB. Semua bangunan disana akan diprogramkan dari pihak Kecamatan 

untuk data-data rumah yang ada di Kecamatan akan difasilitasi gambar arsitek sesuai 

persyaratan IMB. 

3. Masalah terkait tidak jelasnya enclave akan disampaikan ke Dinas Kehutanan terkait 

keberlanjutannya seperti apa untuk Kec. Telaga Bauntung. 

3.3 Sosialisasi Pada Kecamatan Paramasan 
Tanggapan dan petanyaan yang diajukan selama kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada 

tabel 3.3 dibawah ini. 

Tabel 3.3. Tanggapan dan petanyaan dari kegiatan sosialisasi pada Kecamatan 

Paramasan 

No. Pertanyaan Tanggapan 

1. Pertanyaan :  
Apa arti tata ruang? 
 

Panduan yang memut pola ruang, tata 
ruang untuk menata keserasian 
lingkungan. Tata ruang membagi struktur 
wilayah menjadi beberapa bagian 
berdasarkan zonanya berdasarkan kajian-
kajian yang dilakukan.  

 Di Paramasan ini kami termasuk daerah 
hutan lindung, bagaimana membuat IMB? 
 

Terkait IMB, ada peraturan bupati untuk 
pelimpahan wewenang untuk 
permohonan IMB, untuk permohonan 
IMB dengan luasan 200 m2 kewenangan 
berada di kecamatan, sedangkan untuk 
luasan lebih dari 200 m2 dilimpakan ke 
Kabupaten dalam hal ini yaitu 
BKPMP2T. Untuk   prosedur pembuatan 
IMB yaitu pemohon mengajukan 
permohonan IMB ke kecamatan untuk 
bangunan yg kurang dari 200 m2 dan 
yang lebih wewenangnya di kabupaten 
yaitu BKPMP2T. Persyaratannya yaitu 
memiliki surat SKT, gambar bangunan, 
luas bangunan dan lengkapi persyaratan 
teknis dan administrasi lainnya. Untuk 
daerah yang termasuk di hutan lindung, 
maka desa membentuk forum untuk 
meminta surat pembentukan enclave 
sehingga pembahasan ini nantinya 
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diusulkan ke Bupati agar usulan dibentuk 
enclave untuk lahan bebas untuk hunian 
masyarakat di lokasi kawasan hutan 
lindung. Untuk masalah ini harus 
menunggu keberlanjutan masalah 
enclave dari pihak Dinas Kehutanan 
sehingga nantinya harus koordinasi juga 
dengan pihak BAPEDDA dan TAPEM 
untuk deliniasi wilayah untuk daerah 
kawasan hutan lindung tersebut. 

2 Pertanyaan :  
Bagaimana membuatkan IMB, sedangkan 
kami tidak memiliki SKT? 

Untuk masalah ini harus menunggu 
keberlanjutan masalah Enclave dari 
pihak Dinas Kehutanan sehingga 
nantinya harus koordinasi juga dengan 
pihak BAPEDDA dan TAPEM untuk 
deliniasi wilayah untuk daerah kawasan 
hutan lindung tersebut. 

3 Pertanyaan :  
Ingin membuat surat tanah, tetapi termasuk 
daerah hutan lindung. Bagaimana tindak 
lanjutnya? 

Tidak bisa membuat surat tanah di 
daerah Hutan lindung. Untuk masalah ini 
harus menunggu keberlanjutan masalah 
Enclave dari pihak Dinas Kehutanan 
sehingga nantinya harus koordinasi juga 
dengan pihak BAPEDDA dan TAPEM 
untuk deliniasi wilayah untuk daerah 
kawasan hutan lindung tersebut. 

 

Kesimpulan: 

1. Memperdayakan Lurah dan Pembekal untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai izin 

yang dikeluarkan.  

2. Lurah dan pembekal serta masyarakat dapat memberikan data-data ke tingkat kecamatan 

dan kabupaten untuk pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan. 

3. Bangunan perumahan/komersil tidak boleh di bangun di daerah kawasan hutan lindung 

karena melanggar UU dan dapat dikenai sanksi. 

4. Masalah terkait bangunan di daerah hutan lindung, disarankan membentuk forum untuk 

meminta surat pembentukan enclave yang nantinya akan disampaikan ke Dinas Kehutanan 

terkait keberlanjutannya seperti apa untuk Kec. Paramasan. 
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